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The Public Housing Savings (Tapera) program is an Indonesian government
initiative designed to facilitate homeownership for low-income communities
through a mandatory savings scheme. This study examines the validity of Tapera
from an Islamic economic perspective and evaluates the presence of gharar
(uncertainty) in its mechanism. A qualitative descriptive method was employed,
utilizing a literature review approach that analyzed scientific journals,
legislation, and official government statements. The findings reveal that Tapera
potentially contains elements of gharar, particularly regarding fund
management, ownership certainty, and the timeframe for benefit disbursement.
Although Tapera aligns with the Islamic economic objective of social welfare, its
implementation requires improvements in transparency and legal certainty to
comply with Sharia principles. Key aspects that need to be addressed include

ensuring clear fund management, adopting halal investment instruments, and
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gharar and ensuring the program’s effectiveness in promoting equitable
homeownership solutions.

Pendahuluan

Kebijakan-kebijakan pemerintah pasti sudah dipertimbangkan dengan baik dan
dengan tujuan yang pasti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga
stabilitas negara, meningkatkan daya saing bangsa, dan masih banyak lagi tujuan utama
dari kebijakan pemerintah (Djadjuli, 2018). Salah satu kebijakan pemerintah yang akan kami
bahas mengenai Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat, masih menjadi salah satu
kebijakan yang ramai dipermasalahkan oleh berbagai sudut pandang.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), adalah program yang dibuat oleh
pemerintah Indonesia dengan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah
sebagai kemudahan dalam mendapatkan perumahan layak huni melalui program simpan
pinjam. Tapera juga merupakan inisiatif strategis dengan tujuan untuk menyelesaikan
permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang
beruntung. Program ini dirancang untuk memberikan solusi keuangan jangka panjang
sehingga memungkinkan peserta menabung secara teratur dan menggunakan uang
tersebut untuk membeli rumah (Ihsan et al., 2024).
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Inti dari program ini adalah tabungan periodik yang dikumpulkan dan dikelola
secara profesional untuk kemudian digunakan sebagai dana pembiayaan perumahan. BP
Tapera menawarkan solusi pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berjangka
panjang melalui beberapa skema, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun
Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Salah satu keunggulan utama dari
program ini adalah suku bunga tetap yang ditawarkan di bawah tingkat pasar,
memungkinkan peserta, termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk
mendapatkan akses ke dana murah dengan jangka waktu hingga 30 tahun (Satria, 2018).
Hal ini sangat membantu dalam meringankan beban finansial bagi mereka yang ingin
memiliki atau merenovasi rumah. Dengan adanya Program Tapera, diharapkan semakin
banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak huni dengan biaya yang lebih
terjangkau. Program ini juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi
terkait kepemilikan rumah di Indonesia. Sebagai langkah strategis, pemerintah berharap
bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor properti (Nurpita & Oktavia,
2021).

Namun, dalam mencapai keberhasilan Tapera dengan tujuan dan manfaat tersebut,
sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi kebijakan di
lapangan. Adapun aspek kepatuhan masyarakat untuk menyisihkan penghasilan secara
rutin dan efektivitas program dalam mendorong kepemilikan rumah yang terjangkau,
menjadi isu penting sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Analisis sosiologi hukum dapat
memberikan perspektif yang komprehensif terkait dinamika sosial dan budaya yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi Tapera (Azis, 2023). Adapun untuk berbagai
sudut pandang yang masih dipertanyakan yaitu mengenai bagaimana hasil akhir dari
perumahan tersebut, apakah akan diberikan pada periode sekian tahun tertentu atau ada
ketetapan usia dalam pemberian akhir perumahan, dimana lokasi perumahan tersebut akan
diberikan, penjelasan mengenai apabila telah memiliki rumah lalu akan dikemanakan uang
yang dikumpulkan tersebut, penjelasan mengenai besaran iuran peserta dengan
pendapatan dibawah minimum, dan masih banyak pertanyaan yang masih belum
mendapatkan penjelasan yang jelas.

Sebuah penelitian dari Ihsan et al., (2024), yang menganalisis polemik Tapera dari
berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola. Penelitian ini
menyoroti bahwa implementasi Tapera perlu sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi
Islam, seperti: (1) Maslahah, kebijakan harus memberikan manfaat lebih besar
dibandingkan mudharatnya; (2) Keadilan, mekanisme iuran dan distribusi manfaat harus
adil, dan; (3) Takaful, konsep tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan perumahan.
Penelitian ini juga mencatat tantangan utama, termasuk potensi gharar dalam investasi dan
pembiayaan perumahan, yang harus dihindari untuk memastikan kesesuaian dengan
prinsip syariah. Penelitian lain membahas konsep gharar dalam transaksi ekonomi dan
dampaknya terhadap keadilan dan etika. Gharar dianggap sebagai salah satu faktor penting
yang dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu kebijakan ekonomi. Dalam konteks Tapera,
penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana tidak
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mengandung unsur gharar, yang dapat merugikan masyarakat (Atik Devi Kusuma et al.,
2024).

Penelitian dari Margaretha (2024), mengenai dampak kebijakan Tapera terhadap
masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk
mengurangi kesenjangan akses perumahan. Namun, evaluasi mendalam diperlukan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan program ini tidak membebani masyarakat, terutama
kelompok berpenghasilan rendah. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa meskipun Tapera memiliki tujuan yang baik dalam menyediakan perumahan bagi
masyarakat, tantangan terkait gharar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam perlu diatasi agar
implementasinya lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Seperti yang kita tahu, bahwa segala sesuatu yang masih belum jelas hasil akhirnya
bisa dikatakan sebagai gharar. Namun disini, penulis belum bisa memastikan apakah
Tapera bisa disebut gharar atau tidak. Oleh karna itu, tim penulismenyusun jurnal ini untuk
mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan Tapera yang terdiri dari penjelasan mengenai
pengertian, tujuan, manfaat, peserta, besaran iuran, dan mekanisme pengelolaan dana
Tapera, disini penulis juga akan membahas sedikit terkait hukum gharar serta hal-hal apa
saja yang termasuk ke dalam gharar.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan baru mengenai Tapera (Tabungan
Perumahan Rakyat) dan mengkaitkan penjelasan denganhukum gharar (Dwiastuti, 2017).
Penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka mencari
informasi lewat, jurnal ilmiah, undang-undang, sekaligus penjelasan pemerintah yang kami
dapatkan melalui YouTube redaksi. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini
adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan
tentang kebijakan Tapera.

Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber hukum sekunder untuk menguatkan
penjelasan dalam tulisan ini . Sumber hukum sekunder seperti analisis dan komentar dari
para ahli hukum sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan kritis.
Kami mendapatkan penjelasan melalui YouTube redaksi yang mana para ahli hukum
memberikan wawasan mendalam tentang interpretasi dan penerapan undang-undang,
serta bagaimana hukum tersebut berdampak pada masyarakat. Komentar dari para ahli
juga dapat mengungkapkan kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, serta
memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Hasil dan Pembahasan

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan program strategis pemerintah
Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses perumahan yang layak dan terjangkau
bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme tabungan wajib
(Ramadhanianto dan Ubaidillah, 2024). Dalam kerangka ekonomi Islam, program ini harus
memenuhi prinsip-prinsip mendasar seperti keadilan (al-adl), yang menekankan perlakuan
yang sama dan setara bagi semua peserta; transparansi (at-tafaqquh), yang mengharuskan
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adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana dan investasi; dan kepastian (al-
yagin), yang menjamin kejelasan hak dan kewajiban peserta serta keberlanjutan manfaat
(Algarini et al.,, 2024). Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa
tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-
prinsip syariah, terutama terkait dengan potensi gharar (ketidakpastian) dalam pengelolaan
dana dan kepastian manfaat bagi peserta, serta keselarasan investasi dengan prinsip syariah
yang melarang riba dan spekulasi. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif terhadap
Tapera dari perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa program
ini tidak hanya efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-
nilai syariah yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Sebagai perbandingan, tabel berikut menunjukkan perbedaan antara Tapera dan
skema pembiayaan perumahan berbasis syariah:

Aspek Tapera Skema Syariah

Sumber Dana Tabungan wajib dari peserta Investasi berbasis
mudharabah atau murabahah

Kepastian Manfaat Tidak ada jaminan Kepemilikan jelas sesuai

kepemilikan rumah bagi akad
semua peserta

Pengelolaan Dana Diinvestasikan dalam Hanya diinvestasikan dalam
berbagai instrumen, belum instrumen halal
semua berbasis syariah

Potensi Gharar Ada ketidakpastian terkait Minim  gharar  karena
manfaat dan investasi akadnya jelas

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

Menurut ekonomi Islam, gharar merupakan unsur penting yang dilarang dalam
transaksi keuangan karena berpotensi merugikan salah satu pihak secara signifikan.
Larangan gharar didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan pihak yang lebih
lemah dalam transaksi tersebut. Menurut Imam al-Qarafi, seorang ulama Maliki yang
terkenal, gharar terjadi ketika salah satu pihak dalam akad (perjanjian) tidak mengetahui
dengan jelas apa objek akad tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi
kerugian (Sari dan Ledista, 2022). Potensi gharar dalam Tapera terletak pada beberapa
aspek krusial, antara lain ketidakpastian terkait pengelolaan dana peserta yang dikelola
oleh pihak ketiga, kurangnya transparansi alokasi investasi, ambiguitas mengenai kapan
manfaat perumahan akan diperoleh, dan kompleksitas mekanisme investasi yang
digunakan. Peserta diharuskan menabung secara rutin dengan harapan memperoleh
manfaat perumahan di masa mendatang, namun tidak ada jaminan yang jelas dan terukur
mengenai kapan dan bagaimana manfaat tersebut akan diperoleh, sehingga menimbulkan
keraguan dan kekhawatiran yang bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan
kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi. Ketidakpastian ini menimbulkan asimetri
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informasi antara pengelola dan peserta Tapera, yang berpotensi merugikan peserta dan
mengurangi kepercayaan terhadap program.

Selain potensi gharar, skema investasi Tapera yang belum sepenuhnya berbasis
syariah menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi unsur riba (bunga) dan spekulasi
berlebihan (maisie). Investasi yang tidak sejalan dengan prinsip syariah dapat melanggar
larangan riba dan maisir yang merupakan fondasi ekonomi Islam. Riba, dalam segala
bentuknya, dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.
Sementara itu, maisir dilarang karena mendorong spekulasi yang tidak produktif dan dapat
menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Menurut pandangan mazhab Syafi'i,
salah satu mazhab hukum Islam yang dominan di Indonesia, gharar tidak hanya terbatas
pada ketidakpastian, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki efek tersembunyi
dan menakutkan (seperti risiko yang tidak terukur), sehingga investasi yang mengandung
unsur spekulasi berlebihan harus dihindari untuk melindungi kepentingan peserta
(Jalaluddin, 2024).

Sebagai perbandingan, skema pembiayaan perumahan berbasis syariah
menawarkan alternatif yang jauh lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Skema ini
menggunakan akad-akad syariah yang telah teruji dan diakui, seperti Murabahah (jual beli
dengan margin keuntungan yang jelas), Istishna’ (pemesanan untuk pembuatan dengan
spesifikasi yang disepakati), atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik (sewa beli yang diakhiri
dengan kepemilikan) yang lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak yang terlibat
dalam transaksi, menghindari unsur gharar dan riba yang sering tidak dapat dihindari
dalam sistem konvensional. Akad-akad ini memberikan kepastian yang lebih besar bagi
peserta mengenai harga, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran serta sesuai dengan
prinsip transparansi dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Dengan
demikian, pembiayaan perumahan syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dan
berkelanjutan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tanpa melanggar prinsip-
prinsip agama. Untuk memastikan Tapera lebih sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi
Islam dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat, beberapa langkah perbaikan yang
komprehensif dan berkelanjutan perlu dilakukan. Pertama dan yang paling mendasar,
pemerintah harus secara signifikan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana
Tapera.

Hal ini dapat dicapai dengan memberikan laporan berkala yang mudah diakses dan
dipahami oleh semua peserta mengenai penggunaan dana mereka dan strategi investasi
yang dijalankan. Informasi yang disampaikan harus mencakup informasi yang lengkap dan
relevan, seperti jenis investasi yang dilakukan (misalnya sukuk, reksa dana syariah, atau
investasi langsung pada proyek perumahan), tingkat pengembalian yang diperoleh dari
setiap investasi, biaya pengelolaan dana yang dikenakan, dan analisis risiko yang terkait
dengan setiap investasi. Dengan demikian, peserta Tapera dapat memiliki pemahaman
yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana dana mereka dikelola, bagaimana potensi
manfaat akan diperoleh, dan bagaimana risiko yang mungkin timbul dikelola dengan tepat,
sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam program ini. Transparansi ini
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juga akan meningkatkan akuntabilitas pengelola Tapera dan mengurangi potensi
penyalahgunaan dana (Khotimah et al., 2024).

Kedua, sebagai langkah krusial, Tapera perlu memastikan bahwa semua investasi
yang dilakukan sepenuhnya bebas dari riba (bunga) dan spekulasi (maisie), yang secara
tegas dilarang dalam ekonomi Islam. Hal ini dapat dicapai dengan beralih secara bertahap
ke instrumen investasi syariah yang terbukti sesuai dengan prinsip syariah, seperti Sukuk
(Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi, serta reksa dana syariah
yang dikelola secara profesional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
Investasi pada instrumen syariah ini harus diatur dan diawasi secara ketat oleh Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan kompeten untuk memastikan kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi. Selain itu, diversifikasi investasi juga
penting dalam mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas dana Tapera (Harikusuma
& Ubed, 2020).

Diversifikasi dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana ke berbagai jenis
instrumen syariah, sektor ekonomi, dan wilayah geografis. Diversifikasi yang memadai
akan membantu melindungi dana peserta dari fluktuasi pasar dan potensi kerugian. Lebih
jauh, edukasi publik tentang mekanisme Tapera dan prinsip-prinsip keuangan syariah juga
perlu ditingkatkan secara signifikan. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
yang menyeluruh kepada peserta tentang pengelolaan dana, cara kerja investasi syariah,
pengelolaan risiko, dan kepastian manfaat (Ulfanur et al., 2024). Dengan meningkatkan
literasi keuangan syariah, peserta dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam
skema ini, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap program Tapera. Program
edukasi dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti seminar, workshop, pelatihan daring,
dan penyediaan materi informatif yang mudah diakses oleh seluruh peserta, termasuk
melalui platform digital dan media sosial. Edukasi praktis akan memberdayakan peserta
untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait investasinya dan meningkatkan
partisipasi aktif dalam program Tapera (Tazkiya, 2021).

Pada akhirnya, keselarasan Tapera dengan prinsip ekonomi Islam akan
meningkatkan keimanan dan peran serta aktif masyarakat, khususnya umat Islam, namun
juga akan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip syariah, Tapera
dapat menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang lebih stabil, inklusif, dan beretika
(Haq dan Mus'if, 2024). Dengan demikian, Tapera berpotensi menjadi contoh sukses
program perumahan yang tidak hanya inklusif dan mudah diakses tetapi juga sesuai
dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan
ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan tersebut dapat diukur dengan
peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, peningkatan kualitas
hidup masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Lebih jauh lagi, Tapera yang berlandaskan prinsip syariah dapat menjadi
model yang menginspirasi bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan program
perumahan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip pembangunan
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berkelanjutan. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, Indonesia dapat
berkontribusi pada pengembangan sistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan
berkelanjutan di tingkat global, serta mempromosikan nilai-nilai ekonomi universal Islam.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tapera berpotensi mengandung unsur
gharar dalam mekanismenya, terutama terkait ketidakpastian dalam pengelolaan dana,
kepastian kepemilikan rumah, serta jangka waktu pencairan manfaat bagi peserta.
Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
berpenghasilan rendah, implementasinya perlu ditingkatkan agar lebih selaras dengan
prinsip ekonomi Islam. Transparansi dalam pengelolaan dana, kepastian hukum mengenai
hak kepemilikan, serta penggunaan instrumen investasi halal menjadi aspek krusial yang
harus diperhatikan untuk mengurangi unsur gharar dan memastikan keadilan bagi peserta.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya pendekatan yang
terbatas pada studi pustaka tanpa data empiris langsung dari peserta Tapera atau
pemangku kebijakan terkait. Selain itu, kajian ini berfokus pada aspek teoretis tanpa
menganalisis implementasi teknis Tapera dalam praktiknya. Untuk penelitian selanjutnya,
disarankan melakukan analisis empiris dengan wawancara atau survei terhadap peserta
Tapera guna memahami lebih dalam pengalaman mereka dalam program ini. Kajian lebih
lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana model investasi Tapera dapat disesuaikan
agar lebih sesuai dengan prinsip syariah serta membandingkannya dengan skema
perumahan Islami di negara lain.
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